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ABSTRACT 

Based on Article 1 Number 29 of the Pasbar Regency Regulation Number 8 of 2016 concerning the 

Implementation of PopulationiAdministration, PopulationiAdministration is aiseries ofistructuring 

and publishing activities. In the management of making e-KTPs there are brokers and extortion 

carried out by certain individuals to the community and the administration of population 

administration takes a long and convoluted time. Theiformulation of theiproblem: 1) What are the D 

pronouncements' powers in Improving Services to the Community Based on Perda No. 8 of 2016 in 

Pasbar Regency? 2) What are the obstacles faced by the Dutter's Employees in the Population 

Administration and Civil Registration Sector in Pasbar Regency? 3) What are the Efforts done by 

Dkatail in Improving Services in the Field of Population Administration and Civil Registration in 

Pasbar Regency. This type of research used sociological juridical. The data includes primary and 

secondary data. The collected data were analyzed qualitatively. Research Results: 1.) The authority of 

Dkatail in Improving Services to the Community Based on Regional Regulation Number 8 of 2016 in 

Pasbar Regency has not been implemented properly. 2.) Obstacles faced by Dkatail in the field of 

Population Administration and Civil Registration in Pasbar Regency. HR Employees in Dkatail have 

many Daily Worker statuses so that there are limited staff, facilities and infrastructure to support the 

implementation of administrative services, such as recording equipment, ID cards and KIA printing 

equipment. 3.) There is aniincrease inithe numberiof employees in the area, which is difficult to 

access, a mobile car is provided for population administration services. 
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I. PENDAHULUAN 

Berdasar pada pasal 1 Angka 29 

Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat 

Nomor 8 Tahun 2016 tentang 

Penyelenggaraan Administrasi 

Kependudukan menjelaskan bahwa 

Adminisrasi Kependudukan ialah 

serangkaian aktivitas penataan serta 

perbitan. Pemerintah Kabupaten Pasaman 

Barat harus mewudjudkan terselenggaranya 

administrasi kependudukan yang di dasarkan 

pada Perda Kabupaten Pasaman Barat 

Nomor 8 Tahun 2016, menganai 

penyelenggaraan Administrasi 

Kependudukan. Berdasarkan hasil penelitian 

awal yang penulis tetiti pada Seksi  

PencatatanaPenduduk danaKTP-el. Dinas 

Kependudukanadan Catatan Sipil Kabupaten 

Pasaman Barat ditemukan banyak masalah 

pada sistem kepengurusan dan pembuatan 

KTP-el misalnya hadirnya calo serta adanya 

pungutan liar yangadilakukan oleh oknum 

tertentu yang ditujukan pada masyarakat, 

pengurusan administrasiakependudukan 

dengn tempo yang tidak sebentar dengan 

proses yang sangat berlarut-larut. 

 

Rumusan Masalah dalam penelitian adalah: 

1. Apa sajakah Tugas dan Kewenangan  

DinasaKependudukan danaPencatatan 

Sipiladalam MeningkatkanaPelayanan 

terhadap Masyarakat Berdasarkan 

PeraturanaDaerah Nomora8 Tahun 2016 

tentangaPenyelenggaraan Administrasi 

Kependudukanadi KabupatenaPasaman 

Barat? 

2. Apa sajakah kendala-kendalaayang 

dihadapiaPegawai DinasaKependudukan 

danaPencatatan Sipil dalamiMemberikan 

PelayananiAdministrasi Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil di Kabupaten 

PasamanaBarat? 

3. Apa sajakah Upaya-upaya yang 

dilakukanaDinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipiladalam Meningkatkan 

Pelayanan di BidangaAdministrasi 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil di 

KabupatenaPasaman Barat?. 
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II. METODE PENELITIAN 
1. JenisaPenelitian  

Penelitian ini menggunakan jenis 

penelitian yuridisasosiologis. (Soerjono 

Soekanto, 1998:34) 

2. SumberiData  

a. Data Primer 

Data yang telah dihimpun dari studi 

dilapangan melalui wawancara 

dengan Kepala Ducapil di 

Kabupaten Pasaman Barat. 

b. DataiSekunder  

Dataisekunder padaipenelitian ini 

diperolehidari kantorDucapil. 

3. Alat Pengumpulan Data  

a. Wawancara (interview)  

Wawancara yaitu sebuah proses 

pembicaraan berupa tanya dan jawab 

dengan duaiorang atau lebihiyang 

saling bertatap serta percakapan 

mengarah pada suatu problem 

tertentu. (Kartini Kartono, 1996: 

187). 

b. StudiiDokumen. 

Studi dokumen ialah teknik 

pengumpulanadata yakni dengan 

menganalisa bahanikepustakaan atau 

berbagai literatur. 

Analisisayang peneliti gunakan pada 

penelitian ini ialah analisis data 

kualitatifi.(Lexy J. Meleong, 2010:25) 

 

III.  HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN 

A. Tugas dan Kewenangan Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

dalamiMeningkatkaniPelayananiterhadap 

Masyarakat Berdasarkan Peraturan 

daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang 

Penyelenggaraan Administrasi 

Kependudukan di KabupatenaPasaman 

Barat. 

Dalamimelaksanakan tugasidan kewenagan 

DinasiKependudukan daniPencatatan Sipil 

dapatidilihat dariiStruktur diibawah ini: 

Struktur Organisasi Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

KabupateniPasaman Barat: 

 
Ducapil memiliki 4 (empat) yaitu 

bidang  dalam menjalankan tugas dan 

kewenangannya yaitu pertama bidang 

Sekretariat yakni memberikanapelayanan 

administrasi dan teknis yani perencanaan, 

keuangan, urusan, tataausaha, perlengkapan 

rumahatangga dan urusan ASN kepada 

semuaaunsur di lingkunganaDucapil.  

Merujuk pada jumlah Kecamatan dan 

NagariiKabupaten PasamaniBarat dengan total 

penduduk sebanyak 435.685 maka terdapat 

pengurusaniKTP di Ducapil dalamapengurusan 

KTP-el di Tahun 2019-2021ayang dijelakan 

pada tabel berikut ini: Tabel 3.2 

NO Tahun Jumlah 

1 2019i 269.409i 

2 2020 i 277.029i 

3 2021 i 279.001i 

Sumber: DinasaKependudukan danaPencatatan 

SipilaKabupaten PasamanaBarat Tahun 2021.  

Kartu Identitas Anak yang diterbitkan 

mulai Tahun 2016 oleh Ducapil di Kabupaten 

Pasaman Barat, berikut  jumlah pengurusan 

KartuiIdentitas AnakaTahun 2019-2021.  

Tabel 3.3 

NO Tahun Jumlah 

1 2019i 3.524i 

2 2020i 8.322i 

3 2021i 36.800i 

Sumber: DinasaKependudukan dan pencatatanaSipil 

KabupatenaPasaman BarataTahun 2021. 

B. Kendala-kendalaayang dihadapiaPegawai 

DinasaKependudukan dan Pencatatan 

Sipil dalam memberikan Pelayanan 

Administrasi Kependudukan dan 

PencatataniSipil diaKabupaten Pasaman 

Barat 

1. Dariasegi Sumberadaya manusia 

a. Pegawaiadi DinasaKependudukan 

danaPencatatan Sipil ditemukan 

masih banyak dengan statusiTH 

(TenagaaHarian), maka dengan 

terbatasnya pegawai pada Dinas 



 
 

Kependudukanadan Pencatatan 

Sipil dalam melayani berbagai 

ativitasadministrasi kependudukan 

b. Banyak masyarakat dari sudut 

pandang pendidikan masih sangat 

minim pengetahuannya khususnya 

hukum masyarakat Kabupaten 

PasamaniBaratitersebut. 

2. Pada daerah Kabupaten Pasaman 

Barat yang cakupannya luas dengan 

luasnya yakni 3.864,02i km
2 

dengan 

total penduduk 435.685i jiwa yang 

terdapat 11 Kecamatan di Kabupaten 

Pasaman Barat. 

3. Saranaidan prasarana di Kantor Dinas 

Kependudukanadan PencatatanaSipil 

sepertiaalat rekamaKTP yakni ada 1 

buah, alat cetakiKTP  terdapat 1ibuah 

maupunaKIA sangat minim di 

KabupatenaPasaman Barat tidak 

berimbang antara jumlahapenduduk 

yang ada akan dilayani oleh Ducapil. 

C. Upaya-upayaaayang dilakukan Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

dalam Meningkatkan Pelayanan di 

BidangaAdministrasi Kependudukanadan 

PencatatanaSipil di KabupatenaPasaman 

Barat 

1. Berdasarkanawawancara denganaBapak 

Muhharamaupaya yang digalakkan oleh 

Dinas Kependudukan yakni inovasi 

sebagai upaya untuk meningkatkan 

administrasiiseperti: (wawancara dengan 

Bapak Muharram, 2021:13.20)Ducapil 

segera merekrut penambahanapegawai 

di Kantor Dinas Kependudukan dan 

PencatatanaSipil dan untuk wawasan 

ilmu pengetahuan masyarakat Ducapil 

pernah memberikan sosialisasi ke 

masyarakat supaya masyarakat 

mengetahui dan memahami bagaimana 

cara pengurusan administrasi 

kepndudukan dan pencatatan sipil di 

Kabupaten Pasaman Barat.  

2. Pada area yang sulit dijangkau oleh 

Ducapil, maka Ducapil mengadakan 

pelayanan online kepada masyarakat 

terutama untuk nagari yang sulit akses 

untuk ke kantor Ducapil Kabupaten 

Pasaman Barat. Layanan online ini 

meliputi: layanan online melalui 

PANDAWAa(Pelayanana Administrasi 

lewataWA). 

3. Diabidang saranaadan prasarana untuk 

memangkas jarak pelayanan administrasi 

penduduk dengan hadirnya mobil 

keliling administrasiapenduduk. 

 

IV. PENUTUP 

A. SIMPULAN 

 

Berdasarkan hasil penelitian diaas, maka 

yang menjadi kesimpulan yakni: 

1. Tugas serta kewenangan Dinas 

Kependudukanadan Pencatatan Sipil 

dalam Meningkatkan Pelayanan 

terhadap Masyarakat Berdasarkan 

Peraturanadaerah Nomora8 Tahuna2016 

tentangaPenyelenggaraan Administrasi 

Kependudukanadi KabupatenaPasaman 

Barat belum terselenggara dengan baik 

pada sisi pelayanannya terhadap 

masyarakat. 

2. Berbagai kendala yang menjadi 

halangan bagi Pegawai Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

dalam memberikan Pelayanan 

Administrasi Kependudukan dan 

PencacataniSipil di KabupateniPasaman 

Barat. 

a. Dalam hal SDM, Pegawaiadi Dinas 

Kependudukanadan PencatatanaSipil 

masih dimukan banyak yang memiliki 

statusasebagai TH (Tenaga Harian)  

keterbatasan pegawai di Dinas 

tersebut. Serta minimnya pengetahuan 

asyarakat setempat khusunya pada 

ranah hukum. 

b.  Wilayah daerah yang luas, umumnya 

sulit untuk diakses  

c. Dari hal Sarana danaprasarana seperti 

alat rekam KTP, alatacetak KTP 

maupunaKIA masih terbatas. 

3. Upaya-upayaayang digalakkan Dinas 

Kependudukanadan PencatatanaSipil 

sebagai upaya MeningkatkanaPelayanan 

diiBidang  AdministrasiaKependudukan 

danaPencatatan Sipil di Kabupaten 

PasamanaBarat,yakni: 

a. Terdapat penambahanipegawai pada 

kantora Dinasa Kependudukanadan 

PencatatanaSipil danaadanyaiinovasi 

dalam meningkatkan upaya 

administrasimmisalanya Alibata 

(AnakaLahir Bawa Akta)  

b. Untuk daerah yang mengalami 

kesulitan akses, maka akan 

diperuntukkan adanya pelayanan 

dengan cara online dan diberikan 



 
 

oula mobil keliling untuk sampai 

pada pelosok daerah.   

c. Dalam hal sarana dan prasarana, 

guna memperbaiki atau memulihkan 

serta memangkas jarak pelayanan 

administrasiapenduduk ke nagari 

atau ke jorong maka diadakan mobil 

keliling. 

B. SARAN 

Dari kesimpulanidiatas, makaasaran yang dapat 

penulis berikan yakni: 

1. Supaya pegawai yang mengabdi pada 

DinasaKependudukan dan Pencatatan 

SipilaKabupaten Pasaman Barat 

cenderung meningkatkan pelayanan 

kepadaamasyarakat danamenghindarkan 

pelayananayang berbelit-belit. 

2. Agar Dinas Kependudukan dan 

PencatatanaSipil KabupatenaPasaman 

Barat terhadap daerahayang sukar 

terjangkauadisediakanafasilitas. 

3. Agar Dinas Kependudukan dan 

PencatatanaSipil KabupatenaPasaman 

Baratadalam halasarana dan prasarana 

yang masih minim, harusnya 

dilengkapkan agar bisa memperlancar 

urusan masyarakat. 
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